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KATA PENGANTAR

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan dinas yang
memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya bidang pengelolaan dan
layanan perpustakaan. Dimana salah satu tugas Perpustakaan Umum Daerah
Kabupaten Magetan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum
dengan berorientasi kepada kebutuhan pemustaka

Pada seksi layanan perpustakaan merupakan seksi yang sangat
berperan dalam memberikan layanan kepada pemustaka, seksi ini berperan
dalam menunjang tumbuhnya minat baca masyarakat.

Salah prinsip layanan adalah upaya memberikan layanan terbaik yaitu
cepat, tepat sesuai kebutuhan pemustaka. Hal ini dikenal dengan layanan
prima.Dengan prinsip tersebut maka seksi layanan perpustakaan sudah
selayaknya selalu memperbaharui prosedur pelayanan menuju pelayanan prima.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu disusun Standart
Operasional Prosedur Layanan Perpustakaan dengan berbasis layanan prima
untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perpustakaan disusun
sebagai acuan bagi Bidang Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan, dalam

memberikan layanan kepada masyarakat untuk menuju layanan prima.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KA ATEN MAGETAN

Drh. DARWASTUTI D.H.,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311985032023
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DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN MAGETAN

Nomor Standar

Operasional Prosedur

/fy(?//:o?/é/oa-//c?/;zo:ﬂ-

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2018

Tanggal Reuvisi

5 Nopember 2018

Tanggal Pengesahan

26 Nopember 2018

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN MAGETAN

Drh. DARWASTUTI D.H.,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 195812311985032023

Nama Standar
Operasioan| Prosedur

Prosedur Layanan
Keanggotaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

i [

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

. Pustakawan / non pustakawan
2. Menguasai tehnologi informasi

. Dapat mengoperasikan perangkat

komputer

. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

. Peraturan Menteri Pendayaguanaan

Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan

Penerapan Standar Pelayanan
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5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perpustakaan

6. Keputusan Presiden Rl No. 166
tahun 2000 tentang Perpustakaan
Nasional RI, sebagaimana telah tiga
kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden RI No. 103

tahun 2001
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat komputer
2. Printer kartu anggota
3. Kamera / webcam
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemustaka yang tidak memiliki 1. Data pemustaka lengkap

kartu anggota perpustakaan tidak 2. Pasfoto langsung

mempunyai akses pinjam buku
2. Mempermudah pemustaka

menerapkan digitalisasi layanan

perpustakaan

Prosedur Pelayanan Keanggotaan
Menjamin berjalannya proses pendaftaran anggota secara cepat, akurat dan
nyaman.
Ruang Lingkup
meliputi pendaftaran anggota dan pencetakan kartu anggota
a. Pendaftaran Anggota Perpustakaan
Merupakan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan dan
informasi dari Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Magetan
Syarat keanggotaan :
> Umum: memiliki KTP / SIM / Paspor / KK yang masih berlaku






» Siswa SD, SLTP, dan SLTA: memiliki Kartu Pelajar.
> Mahasiswa: memiliki Kartu Mahasiswa yang masih berlaku
> Pendaftaran keanggotaan dilakukan secara online dengan mengisi
formulir pendaftaran di portal “ Inlislite *
» Nomor anggota akan didapatkan setelah selesai mengisi formulir
pendaftaran online dan telah diverifikasi petugas
b. Pembuatan / cetak kartu anggota
1). Pemustaka harus datang ke Perpustakaan
ii). Melakukan foto dan cetak kartu anggota
c. Hak dan kewajiban anggota
i). Hak anggota
» Mendapatkan pelayanan perpustakaan dan informasi
» Mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar waktu
pelayanan yang telah ditentukan
» Menyampaikan saran dan masukan terhadap pelayanan
perpustakaan dan informasi yang dilakukan Perpustakaan
ii). Kewajiban anggota
» Pemustaka mengisi buku tamu yang tersedia
> Pemustaka diwajibkan menyimpan tas, tas komputer, dan
barang-barang lainnya dalam loker penitipan.
Pemustaka diperbolehkan membawa buku catatan, alat tulis, dan

Y

komputer ke ruang baca.
> Pemustaka tidak diperkenankan memotret koleksi tanpa izin
pustakawan.
Barang berharga dan uang tidak disimpan dalam loker penitipan.
Pemustaka diwajibkan memakai pakaian rapih dan sopan.

YV V VY

Pemustaka tidak dibenarkan merusak, mencoret, melipat, dan

merobek koleksi perpustakaan.

> Pemustaka tidak dibenarkan melakukan tindakan merusak
fasilitas perpustakaan.

» Pemustaka turut memelihara kebersihan lingkungan dan

ketenangan ruang baca.



i RED BN

A e 0o
R R R S
L] iAmlON Andp e

=




Alir Pelayanan Keanggotaan Pemustaka Petugas
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Nomor Standar

Operasional Prosedur

188/).2 /63118 f2 ord

Tanggal Pembuatan

Z Januari 2018

Tanggal Revisi

5 Nopember 2018

Tanggal Pengesahan 26 Nopember 2018

DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN MAGETAN

Drh. DARWASTUTI D.H. MSi

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

N MAGETAN

Pembina Utama Muda
NIP. 195812311985032023

Nama Standar

Prosedur Layanan

Operasioanl Prosedur Penelusuran Informasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Dasar Negara 1. Pustakawan / non pustakawan

Republik Indonesia Tahun 1945 2. Menguasai tehnologi informasi

3. Dapat mengoperasikan perangkat

komputer

2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

4. Peraturan Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan

Penerapan Standar Pelayanan
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5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perpustakaan

6. Keputusan Presiden Rl No. 166
tahun 2000 tentang Perpustakaan
Nasional RI, sebagaimana telah tiga
kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Rl No. 103

tahun 2001
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat komputer
2. Printer kartu anggota
3. Kamera / webcam
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemustaka yang tidak memiliki 1. Data pemustaka lengkap

kartu anggota perpustakaan tidak 2. Pasfoto langsung

mempunyai akses pinjam buku
2. Mempermudah pemustaka

menerapkan digitalisasi layanan

perpustakaan

Prosedur Pelayanan Penelusuran Informasi
Menjamin berjalannya proses pelayanan penelusuran informasi secara cepat,
akurat dan nyaman
> Pemustaka dapat meminta bantuan petugas untuk menelusur koleksi
perpustakaan atau informasi yang bersifat umum (sederhana) maupun
yang bersifat khusus
> Informasi lisan yang dibutuhkan pemustaka, akan dijawab langsung
Pemustaka akan menerima jawaban atas pertanyaannya.
> Staf yang membidangi melakukan pelayanan penelusuran informasi

v

mencatat atas pertanyaan dan jawaban tersebut







Alir Pelayanan Penelusuran Informasi Pemustaka Petugas
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DINAS KEARSIPAN DAN

KABUPATEN MAGETAN

Nomor Standar

Operasional Prosedur

188/1-2./¢/°3 - 118 /20,8

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2018

Tanggal Revisi

5 Nopember 2018

Tanggal Pengesahan

26 Nopember 2018

PERPUSTAKAAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Drh. DARWASTUTI D.H.,MSi

Disahkan Oleh

UPATEN MAGETAN

NIP. 195812311985032023

Pembina Utama Muda

Nama Standar
Operasioan| Prosedur

Prosedur Layanan
Katalog

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

. Pustakawan / non pustakawan
2. Menguasai tehnologi informasi
. Dapat mengoperasikan perangkat

komputer

. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

. Peraturan Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
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Penerapan Standar Pelayanan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan  Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perpustakaan

Keputusan Presiden Rl No. 166
tahun 2000 tentang Perpustakaan
Nasional RIl, sebagaimana telah tiga
kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden RI No. 103
tahun 2001

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Perangkat komputer
2. Printer kartu anggota

3. Kamera / webcam

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

. Pemustaka yang tidak memiliki
kartu anggota perpustakaan tidak
mempunyai akses pinjam buku

. Mempermudah pemustaka
menerapkan digitalisasi layanan

perpustakaan

1. Data pemustaka lengkap

. Pasfoto langsung

Prosedur Pelayanan Katalog

Menjamin pelayanan katalog berjalan secara cepat, akurat dan nyaman.
Dimana prosedur pencarian informasi melalui sarana penelusuran katalog
kartu, katalog berkas, katalog buku, dan katalog dalam pangkalan data

komputer atau OPAC (Online Public Access Catalogue)..

Pelaksanaan pelayanan katalog :

a) Pemustaka mengisi buku tamu online (chek point)

b) Pemustaka mencari koleksi perpustakaan pada alat penelusuran yang

tersedia, baik secara manual atau online
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c) Bila mengalami kesulitan, dapat menght
d) Pemustaka menuiju lokasi koleksi, bila ragu-ragu t






Alir Pelayanan Katalog Pemustaka Petugas
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DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN
MAGETAN

Nomor Standar 188 [1:2/4/03.118 fa0,8

Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2018

Tanggal Revisi 5 Nopember 2018

Tanggal Pengesahan

26 Nopember 2018

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABWPATEN MAGETAN

Drh. DARWASTUTI D.H. .MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311985032023

Nama Standar Prosedur Layanan

Operasioanl Prosedur Sirkulasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pustakawan / non pustakawan
2. Menguasai tehnologi informasi
3. Dapat mengoperasikan perangkat

komputer

2! Undang-Undang

Indonesia Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perpustakaan

Republik

3. Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Menteri
Pendayaguanaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2012
Teknis

Tentang Petunjuk
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Penyusunan, Penetapan, dan

Penerapan Standar Pelayanan

5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perpustakaan

6. Keputusan Presiden Rl No. 166
tahun 2000 tentang Perpustakaan
Nasional RI, sebagaimana telah
tiga kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Rl No. 103

tahun 2001
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat komputer
2. Printer kartu anggota
3. Kamera / webcam
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Pemustaka yang tidak memiliki 1. Data pemustaka lengkap

kartu anggota perpustakaan tidak |2. Pasfoto langsung

mempunyai akses pinjam buku
2. Mempermudah pemustaka

menerapkan digitalisasi layanan

perpustakaan

Prosedur Pelayanan Sirkulasi
meliputi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan

Peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan dengan cara manual

i). Peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan
dilakukan melalui petugas.

i). Pemustaka menyerahkan kartu anggota perpustakaan dan

koleksi perpustakaan yang akan dipinjam atau dikembalikan

iii). kepada petugas. Petugas memindai kartu anggota
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vi).

perpustakaan dan koleksi perpustakaan yang dipinjam atau
dikembalikan dan mengecek kesesuaian kartu anggota dan
mengecek kesesuaian koleksi perpustakaan yang dipinjam
atau dikembalikan termasuk waktu peminjaman.

Petugas memberikan bukti peminjaman, kartu anggota
perpustakaan, dan koleksi perpustakaan kepada pemustaka.
Untuk pengembalian, petugas memberikan bukti
pengembalian dan kartu anggota perpustakaan kepada
pemustaka.

Untuk pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi
perpustakaan, dihimbau agar tidak terlambat lagi dengan cara

memperpanjang waktu peminjaman






Alir Pelayanan Sirkulasi pada Sistem Pelayanan Terbuka
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Nomor Standar

Operasional Prosedur

188/ -2/ 05 - 118/ 20/8

Tanggal Pembuatan

Z. Januari 2018

Tanggal Revisi

5 Nopember 2018

Tanggal Pengesahan

26 Nopember 2018

DINAS KEARSIPAN DAN

KABUPATEN MAGETAN

PERPUSTAKAAN

Drh. DARWASTUTI D.H. . MSi

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pembina Utama Muda

NIP. 195812311985032023

Nama Standar
Operasioanl Prosedur

Prosedur Layanan
Perpustakaan Keliling

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pustakawan / non pustakawan
. Menguasai tehnologi informasi
3. Dapat mengoperasikan perangkat

komputer

. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

. Peraturan Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
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Teknis Penyusunan, Penetapan,

dan Penerapan Standar Pelayanan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007
Tentang Perpustakaan

. Keputusan Presiden RI No. 166
tahun 2000 tentang Perpustakaan
Nasional RI, sebagaimana telah tiga
kali diubah terakhir  dengan
Keputusan Presiden RI No. 103

tahun 2001
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Perangkat komputer
2. Printer kartu anggota
3. Kamera / webcam
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
. Pemustaka yang tidak memiliki 1. Data pemustaka lengkap

kartu anggota perpustakaan tidak 2. Pasfoto langsung
mempunyai akses pinjam buku

. Mempermudah pemustaka
menerapkan digitalisasi layanan

perpustakaan

Prosedur Perpustakaan Keliling

Menjamin berjalannya pelayanan Pusling (Perpustakaan Keliling) dengan

baik.

a. Kelompok Layanan Pusling berkoordinasi dengan pihak Sekolah
malalui DIKPORA dalam menentukan hari, waktu kunjung, dan durasi
kunjungan.

b. Kelompok Layanan Pusling mempersiapkan jadwal pelaksanaan dan
tenaga teknis perpustakaan yang melaksanakan pelayanan tersebut.













Alir Perpustakaan Keliling (Pusling )
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KATA PENGANTAR

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan dinas yang
memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya bidang
pengelolaan dan layanan perpustakaan. Dimana salah satu tugas
Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Magetan adalah memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum dengan berorientasi kepada
kebutuhan pemustaka

Pada seksi layanan perpustakaan merupakan seksi yang
sangat berperan dalam memberikan layanan kepada pemustaka,
seksi ini berperan dalam menunjang tumbuhnya minat baca
masyarakat.

Salah prinsip layanan adalah upaya memberikan layanan
terbaik yaitu cepat, tepat sesuai kebutuhan pemustaka. Hal ini
dikenal dengan layanan prima. Dengan prinsip tersebut maka seksi
layanan perpustakaan sudah selayaknya selalu memperbaharui
prosedur pelayanan menuju pelayanan prima.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu disusun Standart
Operasional Prosedur Layanan Perpustakaan dengan berbasis
layanan prima untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Dari tahun ke
tahun penerapan Standar Operasional Prosedur dievaluasi dan
disesuaiakan dengan perkembangan masyarakat yang dilayani.

Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perpustakaan
disusun sebagai acuan bagi Bidang Pengelolaan dan Layanan
Perpustakaan, dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk

menuju layanan prima.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PATEN MAGETAN

GATOT SAPTO PRTY i
Pembina Tk, |
NIP. 196305101990111001
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DINAS KEARSIPAN DAN

KABUPATEN MAGETAN

Nomor Standar
Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan Juni 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 27 Juni 2019

PERPUSTAKAAN

Disahkan Oleh

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAN

GATOT SAPTO PRIYONO. S.Sos..MSi

Pembina Tk, |
NIP. 196305101980111001

Prosedur

Nama Standar Operasioanl | Prosedur Layanan Keluhan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

. Pustakawan / non pustakawan

Menguasai tehnologi informasi
Dapat mengoperasikan perangkat
komputer

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
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| Teknis Penyusunan, Penetapan, dan |

Penerapan Standar Pelayanan

5.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007
Tentang Perpustakaan

. Keputusan Presiden RI No. 166 tahun
2000 tentang Perpustakaan Nasional |

RI, sebagaimana telah tiga Kkali
diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Rl No. 103 tahun 2001

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

Pengambil kebijakanm kepala dinas,

kepala bidang, kepala seksi

Kotak saran

. Sarana tehnologi informasi , dalam

sarana yang sudah disediakan

2. Perencanaan / penganggaran website, istagram, facebook dan lain
sebagainya
. Perangkat komputer dan jaringan
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Keluhan / saran ditulis 1. Data pemustaka lengkap
menggunakan Bahasa mudah Isi keluhan / saran
dimengerti
2. Keluhan / saran disampaikan melalui

Prosedur Layanan Pengaduan

Menjamin terselenggaranya Penanganan Keluhan dengan kualitas layanan
terbaik

Prosedur Kerja

1

Penanganan Keluhan






. Pemustaka dapat menyampaikan keluhan dan saran via kotak saran,
layar informasi, website, atau call center.
Pustakawan dan semua petugas Layanan Koleksi melakukan penanganan
keluhan yang bisa langsung ditangani dan sesuai dengan kelompok
layanannya .
Untuk kategori:
Keluhan dan Saran Bersifat Ringan yang Bisa Diselesaikan Langsung
oleh semua kelompok layanan
Keluhan dan Saran Bersifat Umum dan Berat
Pustakawan semua Layanan Koleksi membuat laporan rekapitulasi
keluhan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Bidang,
. Untuk keluhan dan saran bersifat ringan yang bisa diselesaikan langsung
olen kelompok layanan lain, maka Kepala Bidang akan mendistribusikan
keluhan dan saran tersebut kepada kelompok layanan yang sesuai
Dalam hal keluhan dan saran bersifat berat, maka Kepala Bidang
mengajukan solusi kepada Kapus Jasa
Penanganan keluhan dan saran di sini dilakukan dengan melakukan
perbaikan (internal) dan atau memberikan kompensasi ( pemustaka /

eksternal )

. Pengawasan dan Pengendalian

a. Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan pengawasan kelancaran
Layanan Penanganan Keluhan untuk memastikan Keluhan dapat
ditangani dengan baik.

b. Secara regular (setiap bulan) Kepala Bidang membuat Laporan Kegiatan
dan Kinerja Penangananan Keluhan kepada Kepala Dinas

c. Laporan Penanganan Keluhan memuat semua aktivitas, kendala yang
dihadapi, dan solusi yang dilakukan pada Penanganan Keluhan yang

berlangsung selama satu bulan tersebut
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Alir Layanan Penanganan Keluhan / Saran

PEMUSTAKA

Mulai ]

A

Menulis keluhan / saran \

dan disampaikan melalui
media yang telah
disediakan

5

Selesai ]

[

P

Merkapitulasi
keluhan / saran

A 4

Memilah tingkat
keluhan berat /ringan

)

Keluhan / saran \
| _sudah tertangani . |

Penanganan keluhan
/ saran oleh yang
berwenang sesuai

tingkatan







DINAS KEARSIPAN DAN

KABUPATEN MAGETAN

| Nomor Standar

Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan Juni 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan 27 Juni 2019

PERPUSTAKAAN

Disahkan Oleh

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

RABUPATEN MAGET?

GATOT SAPTO PRIYONO. S Sos. MSi

Pembina Tk, |
NIP. 196305101990111001

Nama Standar Operasioanl| Prosedur Layanan
Prosedur Referensi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pustakawan / non pustakawan
. Menguasai tehnologi informasi

Dapat mengoperasikan perangkat
komputer

2.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan







[

Penerapan Standar Pelayanan

5. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perpustakaan

6. Keputusan Presiden RI No. 166 tahun
2000 tentang Perpustakaan Nasional ‘
RI, sebagaimana telah tiga kali
diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Rl No. 103 tahun 2001
o Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
P .
1. Pustakawan dan staf tehnis non 1. Ruang referensi
pustakawan 2. Koleksi bahan pustaka

3. Perangkat komputer dan jaringan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Koleksi refensi tidak boleh dipinjam | 1. Jika koleksi hendak dibawa keluar

untuk dibawa pulang ruang untuk difoto kopi,
2. Koleksi referensi hanya diijinkan pemustaka wajib meninggalkan
untuk dibaca ditempat atau untuk di kartu identitas di meja petugas

2. Kartu identitas akan dikembalikan
setelah oleksi dikembalikan

foto kopi

Prosedur Layanan Referensi
Menjamin terselenggaranya Layanan Referensi dengan kualitas layanan terbaik

Prosedur Kerja
1. Pelaksanaan Layanan Referensi

a. Layanan Referensi berada di ruang referensi
b. Pemustaka dapat menyampaikan juga kebutuhan referensi via online

c. Pustakawan menjelaskan peraturan penggunaan Layanan Referensi.
Pemanfaatan Layanan Referensi menyaratkan pemustaka sudah menjadi






anggota Perpusda Kabupaten Magetan dan yang belum menjadi anggota
perpusda disarankan untuk mendaftar menjadi anggota
d. Pustakawan menggali kebutuhan informasi dan menganalisis jawaban

referensi dengan sumber referensi yang tersedia maupun belum tersedia di
Perpusda. Jika sumber referensi belum tersedia, maka pustakawan
mengadakan sumber referensi ke institusi yang memilikinya

e. Dalam memberikan jawaban referensi, pustakawan dapat melakukan kemas
ulang informasi untuk melengkapi kebutuhan informasi Pemustaka

2. Pengawasan dan Pengendalian

a. Pustakawan dan petugas tehnis non pustakawan melaksanakan monitoring
dan pengawasan kelancaran Layanan Referensi untuk memastikan layanan
berjalan dengan baik.

b. Secara regular (setiap bulan) Pustakawan dan petugas tehnis non

pustakawan membuat Laporan Kehq’latan dan Klnerja Layanan Referensi

c. Laporan Layagan, Referensi mermuat St i Mpadgla yang dihadapi,

'u PR T . : -
daif sg:usn yang dilakukan pada Layanan Referensi yang beriangsung

d. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Perpustakan mereview Laporan
Kegiatan dan Kinerja Layanan Referensi dan melihat kemungkinan untuk
mendiskusikan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan
kualitas layanan.

Selanjutnya Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Perpustakan akan

merekapitulasi Laporan dari Pustakawan dan petugas tehnis non

pustakawan masing-masing yang dibawah supervisinya untuk dibuat

Laporan Pelaksanaan kepada Kepala Dinas .







Alir Layanan Referensi

PEMUSTAKA PETUGAS
Mulai ]
- 3 ] / Menerima /
Mencari koleksi di ruang > mnejawab /
g referensi J \ mencarikan solusi

4

Telusur menggunakan
OPAC

.

Konfirmasi
ketersediaan

Menerima informasi
koleksi yang tersedia

Eaa—

! i l

Sampaikan informasi :
I: Selesai ] kepada pemustaka |

.
|
.




